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ABSTRAK  

Penelitian ini menganalisis peran Dinas Sosial Aceh dalam pendampingan anak sebagai saksi 
atau korban pada kasus hukum di LPSK Kota Banda Aceh. Permasalahan penelitian muncul 
dari kesenjangan antara mandat perlindungan anak dalam UU No. 35/2014 dan implementasi 
di lapangan, di mana anak masih menghadapi risiko retraumatisasi, kurangnya pendampingan 
psikososial, serta koordinasi lemah antarinstansi. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi 
efektivitas peran Dinas Sosial Aceh dalam memastikan hak-hak anak selama proses hukum. 
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara mendalam terhadap 15 informan (perwakilan LPSK, Dinas Sosial, LSM, 
dan korban/keluarga), observasi proses pendampingan, serta analisis dokumen kebijakan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Aceh telah berperan dalam menyediakan 
pendampingan hukum dan psikologis dasar, tetapi masih terhambat oleh keterbatasan SDM 
terlatih, anggaran tidak memadai, serta koordinasi yang tidak optimal dengan LPSK dan pihak 
berwenang. Selain itu, pendampingan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip keadilan 
restoratif dan prosedur ramah anak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSK. 
Rekomendasi penelitian mencakup: (1) peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan spesialis 
pendampingan anak, (2) penguatan sinergi antarinstansi dengan membentuk tim terpadu, (3) 
alokasi anggaran khusus untuk layanan trauma healing, serta (4) penyusunan SOP 
pendampingan berbasis kebutuhan spesifik anak. Temuan ini menegaskan pentingnya 
pendekatan holistik dalam perlindungan anak korban kejahatan untuk mencegah reviktimisasi 
sistemik. 

Kata Kunci: Anak Saksi/Korban; Dinas Sosial Aceh; LPSK; Pendampingan Hukum; Perlindungan 
Anak 

 

ABSTRACT 

This study analyzes the role of the Aceh Social Service in providing assistance to children as 
witnesses or victims in legal cases at the LPSK (Witness and Victim Protection Agency) in 
Banda Aceh City. The research problem arises from the gap between the child protection 
mandate under Law No. 35/2014 and its on-the-ground implementation, where children still 
face risks of retraumatization, insufficient psychosocial support, and weak interagency 
coordination. The study aims to evaluate the effectiveness of the Aceh Social Service in 
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safeguarding children’s rights during legal proceedings. A qualitative methodology was 
employed, with data collected through in-depth interviews involving 15 informants 
(representatives from LPSK, the Social Service, NGOs, and victims/families), observations of 
assistance processes, and analysis of policy documents. The findings reveal that the Aceh Social 
Service has contributed to providing basic legal and psychological support but faces constraints 
due to a lack of trained human resources, inadequate funding, and suboptimal coordination 
with LPSK and other stakeholders. Furthermore, assistance protocols have yet to fully adopt 
restorative justice principles and child-friendly procedures in line with LPSK’s Standard 
Operating Procedures (SOPs). Recommendations include: (1) enhancing staff capacity 
through specialized child assistance training, (2) strengthening interagency synergy via 
integrated task forces, (3) allocating dedicated budgets for trauma-healing services, and (4) 
developing child-specific SOPs for assistance programs. These findings underscore the 
necessity of a holistic approach to protecting child victims of crime to prevent systemic 
revictimization. 

Keywords: Child Witnesses/Victims, Aceh Social Service, LPSK, Legal Assistance, Child 
Protection. 

  

Pendahuluan  

Anak sebagai saksi atau korban dalam kasus hukum membutuhkan 

perlindungan khusus untuk meminimalkan dampak psikologis dan memastikan hak-

hak mereka terpenuhi selama proses peradilan. Di Indonesia, perlindungan ini dijamin 

melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan 

Peraturan LPSK No. 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendampingan Saksi dan 

Korban (KemenPPPA, 2014; LPSK, 2017). Namun demikian, implementasi di 

lapangan seringkali tidak sesuai dengan kerangka hukum tersebut. Di Aceh, Dinas 

Sosial memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan, akan tetapi berbagai 

laporan menunjukkan bahwa anak-anak masih menghadapi risiko retraumatisasi, 

kurangnya akses ke layanan psikososial, dan ketidaksiapan sistem pendukung (Komnas 

PA, 2020). 

Berdasarkan observasi di lapangan kesenjangan antara mandat hukum dan realitas 

di lapangan. Data LPSK (2021) mencatat 65% anak saksi/korban di Banda Aceh tidak 

menerima pendampingan komprehensif selama proses hukum, meskipun mekanisme 

pendampingan telah diatur. Selain itu, studi UNICEF (2019) menyebutkan bahwa 

sistem perlindungan anak di Aceh masih lemah dalam mengintegrasikan pendekatan 

restoratif dan ramah anak. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk 

mengevaluasi peran Dinas Sosial Aceh sebagai aktor utama dalam memastikan keadilan 

bagi anak. 

Laporan tahunan Dinas Sosial Aceh (2022) mengungkapkan bahwa hanya 30% 

pendamping yang terlatih dalam penanganan trauma anak, sementara anggaran untuk 

layanan psikososial hanya mencakup 15% dari total alokasi perlindungan anak. Di sisi 
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lain, LPSK Kota Banda Aceh melaporkan bahwa 40% kasus anak pada 2022 

mengalami keterlambatan proses hukum akibat koordinasi yang tidak efektif 

antarinstansi (LPSK, 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa kapasitas 

kelembagaan dan kolaborasi antar-pihak masih menjadi tantangan utama. 

Dengan demikian, diperlukan adanya resolusi konkret untuk 

mencegah reviktimisasi sistemik terhadap anak. Jika tidak diatasi, kondisi ini berpotensi 

melanggengkan siklus kekerasan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem 

perlindungan anak (Saputra & Nurhayati, 2021). Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk memperkuat mekanisme 

pendampingan anak, sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (SDGs) poin 16.2 tentang penghapusan kekerasan terhadap anak 

(UNDP, 2015). 

 

Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk 

menggambarkan peran Dinas Sosial Aceh dalam pendampingan anak saksi/korban 

di LPSK Banda Aceh. Penelitian kualitatif dipilih karena fokus pada pemahaman 

sosial, dinamika kelembagaan, dan pengalaman subjektif informan terkait 

implementasi kebijakan (Creswell, 2018). 

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus intrinsik dengan unit analisis 

pada program pendampingan anak oleh Dinas Sosial Aceh. Pendekatan ini 

memungkinkan peneliti mengeksplorasi kompleksitas interaksi antara kebijakan, 

praktik lapangan, dan hambatan struktural (Yin, 2018). Informan penelitian 

dipilih melalui teknik purposive sampling  di mana, pemilihan informan memiliki 

kriteria dari subjek yang diteliti yaitu Perwakilan Dinas Sosial Aceh (5 orang): 

staf yang terlibat langsung dalam program pendampingan anak;  LPSK Kota 

Banda Aceh (3 orang): petugas pendamping dan koordinator kasus; LSM 

Perlindungan Anak (3 orang): aktivis dari organisasi mitra Dinas Sosial;  

Korban/Keluarga (4 orang): anak berusia 12-17 tahun dan orang tua/wali yang 

pernah mengakses layanan pendampingan. 

Total informan sebanyak 15 orang, dengan pertimbangan kejenuhan data (Patton, 



Zaituni,dkk 

Analisis Peran Dinas Sosial 

Elfaqih  (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam)Vol. 1, No.2, 2025| 52  

 

2015). Adapun jumlah informan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut 

ini:  

Tabel  

Informan Penelitian 

 

No Informan Jumlah 

1 Perwakilan Dinas Sosial Aceh  5 Orang 

2 LPSK Kota Banda Aceh  3 Orang 

3 LSM Perlindungan Anak  3 Orang 

4 Korban/Keluarga  4 Orang 

Sumber: Data Penelitian 2025 

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik pertama, 

Wawancara, Menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk menggali 

persepsi, tantangan, dan rekomendasi informan terkait mekanisme pendampingan. 

Setiap wawancara direkam dan ditranskrip secara verbatim (Creswell & Poth, 

2018). 

Kedua, Observasi Partisipatif, dilakukan untuk mengamati proses 

pendampingan di LPSK dan Dinas Sosial selama 2 bulan untuk memahami 

dinamika interaksi dan prosedur operasional. Dan ketiga, Analisis Dokumen, 

untuk memeriksa dokumen kebijakan (SOP LPSK, laporan tahunan Dinas Sosial), 

catatan kasus, dan arsip koordinasi antarinstitusi untuk memperkuat validitas data 

(Bowen, 2009). 

 

4. Teknik Analisis Data 

Data dianalisis melalui tiga tahap: Pertama, Reduksi Data: 

Mengelompokkan data transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen ke 

dalam kategori tematik seperti "kapasitas SDM", "koordinasi antarinstitusi", dan 

"akses layanan psikososial". Kedua, Display Data: Menyajikan data dalam bentuk 

matriks koding untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar tema (Miles et al., 

2014).  
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ketiga, Verifikasi Kesimpulan, Melakukan  member checking  dengan 5 

(lima) informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi data. Analisis 

menggunakan pendekatan tematik Braun & Clarke (2006) dengan bantuan 

software NVivo 12 untuk mengorganisir kode dan tema. Triangulasi sumber 

(wawancara, observasi, dokumen) dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas 

temuan (Patton, 2015). 

 

Hasil Dan Pembahasan  

Hasil Penelitian 

1. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Berdasarkan hasill wawancara dengan informan menunjukkan bahwa 

hanya 40% pendamping dari Dinas Sosial Aceh yang telah menerima pelatihan 

khusus penanganan anak korban kekerasan. Sebagian besar informan menyatakan 

keterbatasan pemahaman tentang prinsip trauma-informed care dan teknik 

komunikasi ramah anak. Misalnya, seorang pendamping mengakui: "Kami lebih 

fokus pada pendampingan hukum, tapi kurang mampu menangani trauma emosional 

anak" (Wawancara, Mei 2023). Data laporan Dinas Sosial (2022) juga 

mengonfirmasi bahwa hanya 12 dari 30 pendamping yang memiliki sertifikasi 

pelatihan psikososial. 

Observasi lapangan selama dua bulan memperkuat hasil wawancara. 

Peneliti mencatat bahwa dalam beberapa sesi pendampingan, para pendamping 

lebih dominan menggunakan pendekatan legalistik dibanding pendekatan 

psikososial. Misalnya, saat mendampingi korban kekerasan seksual, tidak ada 

kehadiran tenaga konselor atau fasilitator yang memahami kondisi trauma anak. 

Selain itu, peneliti mengamati bahwa tidak semua pendamping menunjukkan sikap 

empatik atau responsif terhadap emosi anak, dan beberapa prosedur komunikasi 

masih menggunakan bahasa yang terlalu teknis dan tidak sesuai dengan usia anak. 

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan keterampilan antara tuntutan 

pendampingan berbasis kebutuhan psikologis anak dan realitas praktik di lapangan. 

Bukti dari analisis dokumen, khususnya laporan tahunan Dinas Sosial Aceh 

tahun 2022, menyatakan bahwa dari total 30 pendamping, hanya 12 orang (40%) 

yang memiliki sertifikat pelatihan psikososial untuk anak korban kekerasan. 

Dokumen tersebut juga menyoroti bahwa tidak ada modul pelatihan berkelanjutan 

atau sistem monitoring kinerja pendamping berbasis indikator psikososial. Data ini 

mempertegas temuan wawancara dan observasi bahwa kapasitas SDM belum 



Zaituni,dkk 

Analisis Peran Dinas Sosial 

Elfaqih  (Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam)Vol. 1, No.2, 2025| 54  

 

dikembangkan secara sistematis untuk menjawab kompleksitas kebutuhan anak 

korban dalam proses hukum. 

berdasarkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi secara 

konsisten menunjukkan bahwa kapasitas SDM di Dinas Sosial Aceh masih menjadi 

tantangan serius dalam upaya perlindungan anak yang holistik. Ketiadaan pelatihan 

lanjutan, kurangnya tenaga terlatih dalam trauma healing, serta pendekatan 

pendampingan yang belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan terbaik anak 

mengindikasikan kebutuhan mendesak akan reformasi pelatihan dan sistem 

peningkatan kompetensi. Reformasi ini bukan hanya soal kuantitas pendamping, 

melainkan transformasi kualitas mereka dalam memahami dan merespons 

pengalaman traumatis anak secara profesional dan empatik. 

2. Koordinasi Antar-Institusi 

Observasi di LPSK Kota Banda Aceh mengungkapkan bahwa 60% kasus 

anak (dari 20 kasus yang diamati) mengalami keterlambatan proses akibat 

miskomunikasi antara Dinas Sosial, LPSK, dan kepolisian. Misalnya, dalam satu 

kasus kekerasan seksual, dokumen medis korban tidak terintegrasi antara rumah 

sakit dan LPSK, sehingga memperpanjang proses verifikasi (Catatan Observasi, 

April 2023). Hal ini sejalan dengan temuan Komnas PA (2020) bahwa fragmentasi 

layanan menjadi penyebab utama reviktimisasi. 

 

3. Alokasi Anggaran dan Infrastruktur 

Analisis dokumen anggaran Dinas Sosial Aceh (2022) menunjukkan bahwa 

hanya 18% dari total anggaran perlindungan anak dialokasikan untuk layanan 

psikososial, sementara 70% digunakan untuk program bantuan sosial umum. 

Akibatnya, fasilitas trauma healing seperti ruang konseling dan terapi seni sangat 

terbatas. Seorang perwakilan LSM menyatakan: "Anak-anak sering dirujuk ke klinik 

swasta karena fasilitas pemerintah tidak memadai" (Wawancara, Juni 2023). 

Koordinasi antar-institusi seperti Dinas Sosial, LPSK, kepolisian, dan 

layanan kesehatan menjadi elemen kunci dalam efektivitas pendampingan anak. 

Hasil observasi selama dua bulan di LPSK Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa 

dari 20 kasus anak yang diamati, sebanyak 60% mengalami keterlambatan dalam 

proses pendampingan hukum. Penyebab dominan dari keterlambatan tersebut 

adalah miskomunikasi antara lembaga, terutama terkait alur informasi dan 

pertukaran dokumen. Salah satu kasus yang mencolok adalah kekerasan seksual 

terhadap anak, di mana dokumen medis korban tidak segera diterima oleh LPSK 
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karena belum tersambung dengan sistem administrasi rumah sakit. Akibatnya, 

proses verifikasi kasus memakan waktu lebih lama dari seharusnya, yang secara 

tidak langsung menunda akses korban terhadap layanan pendampingan dan 

pemulihan. 

Temuan observasional ini diperkuat melalui wawancara mendalam dengan 

informan dari LPSK dan Dinas Sosial Aceh. Seorang petugas pendamping 

mengungkapkan bahwa “tidak ada platform komunikasi yang terstruktur antara 

lembaga, sehingga sering kali kami menunggu dokumen dari pihak kepolisian atau 

rumah sakit tanpa kepastian waktu.” Keterangan serupa juga disampaikan oleh staf 

Dinas Sosial, yang mengakui adanya tumpang tindih kewenangan dalam 

penanganan kasus anak. Ketidakhadiran sistem koordinasi terpadu (seperti case 

management system lintas sektor) menjadi faktor penyebab rendahnya efektivitas 

layanan, dan memperbesar risiko anak mengalami reviktimisasi. 

Dari sisi dokumentasi, catatan internal LPSK dan laporan tahunan Dinas 

Sosial Aceh (2022) turut menunjukkan konsistensi permasalahan ini. Laporan 

tersebut mencatat bahwa sekitar 40% hambatan pendampingan pada tahun 2022 

bersumber dari minimnya integrasi informasi dan lambannya respons antarinstansi. 

Catatan rapat koordinasi antarlembaga juga menunjukkan bahwa masih terbatasnya 

frekuensi pertemuan dan tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) 

bersama turut memperlemah keselarasan gerak di lapangan. 

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lemahnya 

koordinasi antar-institusi tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga 

memperbesar risiko psikis bagi anak korban. Fragmentasi layanan yang terjadi 

sejalan dengan laporan Komnas PA (2020), yang menyatakan bahwa anak-anak 

korban kekerasan rentan mengalami reviktimisasi sistemik jika tidak dilindungi 

melalui mekanisme koordinasi yang menyeluruh. Oleh karena itu, upaya 

membangun sistem kolaboratif yang terstruktur dan berbasis child-centered 

approach menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat perlindungan anak di 

Aceh. 

 

4. Kepatuhan pada Prosedur Ramah Anak 

Meskipun LPSK telah menerbitkan SOP pendampingan anak (LPSK, 

2017), observasi menunjukkan bahwa 50% proses pemeriksaan saksi anak masih 

dilakukan di ruang yang tidak privat atau melibatkan pihak yang tidak terlatih. 

Seorang anak korban mengungkapkan: "Saya merasa tidak nyaman karena banyak 
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orang datang saat saya berbicara" (Wawancara, Mei 2023). Temuan ini memperkuat 

studi UNICEF (2019) tentang rendahnya implementasi child-sensitive justice di Aceh. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pendampingan 

anak sebagai saksi atau korban di LPSK Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa 

sebanyak 50% pemeriksaan terhadap anak masih dilakukan di ruang yang tidak 

memenuhi prinsip privasi dan melibatkan pihak-pihak yang belum memiliki 

pelatihan pendampingan anak sesuai standar. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) LPSK tahun 2017 yang secara 

khusus mengatur tentang pedoman pendampingan saksi dan korban, terutama 

anak-anak, belum dijalankan secara optimal. 

Hal ini diperkuat oleh data hasil wawancara mendalam dengan salah satu 

anak korban yang menjadi informan dalam penelitian ini. Anak tersebut 

menyatakan, “Saya merasa tidak nyaman karena banyak orang datang saat saya 

berbicara” (Wawancara, Mei 2023). Pernyataan ini menjadi representasi nyata dari 

pengalaman anak yang merasa kehilangan rasa aman dan kontrol dalam situasi yang 

seharusnya dirancang untuk melindungi psikologinya. Selain itu, anak-anak yang 

diwawancarai umumnya menunjukkan ekspresi cemas, gelisah, dan tidak percaya 

diri saat proses berlangsung, yang menunjukkan adanya trauma sekunder akibat 

prosedur yang tidak ramah anak. 

Temuan observasi juga menunjukkan bahwa keterbatasan fasilitas dan 

sumber daya manusia turut berkontribusi terhadap pelanggaran prosedur ramah 

anak. Misalnya, ruang pemeriksaan yang sempit, tidak terisolasi suara, serta 

minimnya alat bantu komunikasi seperti boneka edukatif atau media gambar, 

menjadikan proses pemeriksaan terasa intimidatif bagi anak-anak. Petugas LPSK 

dan Dinas Sosial yang ditemui di lapangan juga mengakui bahwa pelatihan khusus 

untuk menghadapi anak korban belum menjangkau seluruh staf yang terlibat. 

Dari sisi dokumentasi, dokumen SOP LPSK (2017) secara eksplisit 

mengatur bahwa setiap pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan di ruang privat, 

dengan pendamping terlatih, dan menggunakan pendekatan psikososial. Namun, 

laporan LPSK Kota Banda Aceh tahun 2023 tidak menunjukkan adanya 

peningkatan signifikan dalam pelatihan petugas atau penyediaan fasilitas 

pendukung. Selain itu, dokumen laporan tahunan Dinas Sosial Aceh (2022) 

mengungkapkan bahwa hanya 12 dari 30 pendamping yang memiliki sertifikasi 

psikososial, yang berarti kurang dari separuh personel memiliki kompetensi yang 

dibutuhkan untuk menjalankan SOP secara konsisten. 
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Berdasarkan uraian hasil triangulasi data dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur ramah anak 

masih jauh dari ideal. Ketidaksesuaian ini bukan hanya berdampak pada efektivitas 

pendampingan, tetapi juga berpotensi memperbesar risiko reviktimisasi terhadap 

anak. Temuan ini memperkuat laporan UNICEF (2019) mengenai rendahnya 

implementasi child-sensitive justice di wilayah Aceh, sekaligus menegaskan perlunya 

perbaikan sistemik melalui pelatihan SDM, perbaikan infrastruktur layanan, dan 

pengawasan yang ketat terhadap implementasi SOP pendampingan anak. 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka temuan penelitian ini 

mengonfirmasi adanya kesenjangan signifikan antara kerangka regulasi perlindungan 

anak (UU No. 35/2014) dan implementasi di lapangan. Pertama, keterbatasan SDM 

terlatih menunjukkan bahwa Dinas Sosial Aceh belum sepenuhnya memenuhi standar 

kompetensi yang diamanatkan dalam Peraturan LPSK No. 5/2017. Hal ini sejalan 

dengan kritik Saputra & Nurhayati (2021) bahwa lemahnya kapasitas pendamping 

berpotensi meningkatkan risiko secondary victimization. 

Kedua, masalah koordinasi antar-institusi mencerminkan belum adanya 

mekanisme single gate system untuk integrasi layanan. Padahal, penelitian serupa oleh 

KemenPPPA (2020) menekankan pentingnya kolaborasi terstruktur antara Dinas 

Sosial, LPSK, dan lembaga kesehatan dalam penanganan kasus anak. 

Ketiga, alokasi anggaran yang tidak proporsional menunjukkan prioritas 

kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan spesifik anak. Padahal, 

studi UNDP (2015) menegaskan bahwa investasi dalam layanan psikososial adalah 

kunci mencapai SDGs poin 16.2. 

Keempat, ketidakpatuhan pada prosedur ramah anak mengindikasikan 

lemahnya pengawasan implementasi SOP. Temuan ini konsisten dengan laporan 

Komnas PA (2020) yang menyoroti budaya kerja yang masih berorientasi administratif, 

bukan holistik. 

Maka, dengan demikian, penelitian ini mempertegas urgensi 

pendekatan restorative justice yang menempatkan anak sebagai subjek aktif, bukan objek 

pasif dalam proses hukum. Sebagaimana diusulkan Braun & Clarke (2006), integrasi 

perspektif korban dalam analisis kebijakan dapat mengurangi dampak sistemik 

reviktimisasi. 
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Kesimpulan 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Dinas Sosial Aceh dalam 

pendampingan anak saksi/korban di LPSK Kota Banda Aceh belum sepenuhnya 

optimal, meskipun memiliki mandat hukum yang jelas. Kesenjangan antara regulasi 

(UU No. 35/2014 dan Peraturan LPSK No. 5/2017) dengan implementasi di lapangan 

terutama disebabkan oleh empat faktor utama: (1) kapasitas SDM yang terbatas, di 

mana hanya 40% pendamping yang terlatih dalam penanganan trauma anak; 

(2) koordinasi antarinstansi yang lemah, menyebabkan keterlambatan proses hukum 

pada 60% kasus; (3) alokasi anggaran tidak proporsional, dengan hanya 18% dana 

perlindungan anak dialokasikan untuk layanan psikososial; dan (4) ketidakpatuhan 

terhadap prosedur ramah anak, seperti penggunaan ruang tidak privat selama 

pemeriksaan saksi. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa anak-anak masih rentan 

mengalami reviktimisasi sistemik, baik melalui prosedur hukum yang tidak sensitif 

maupun kurangnya dukungan psikososial. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini 

berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan anak 

dan menghambat pencapaian TPB/SDGs poin 16.2 tentang penghapusan kekerasan 

terhadap anak. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan reformasi sistemik yang 

mencakup: peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis trauma-informed care, 

penguatan sinergi antarinstansi dengan membentuk tim terpadu, realokasi anggaran 

untuk layanan spesifik anak, serta pengawasan ketat terhadap implementasi SOP ramah 

anak. Dengan langkah ini, Dinas Sosial Aceh dapat memastikan pendampingan yang 

holistik dan berkelanjutan, sekaligus memenuhi prinsip best interest of the 

child sebagaimana diamanatkan hukum. 
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